
   

Jenis Dokumen   : Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).  

Nomor Pihak Pertama  : 082/LBG/KI-KALTARA/VII/2025.  

Nomor Pihak Kedua  : 2/HK.02.00/K.KL-05/07/2025.  

Tanggal Penandatanganan : 17 Juli 2025.  

Tempat Penandatanganan : Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara 

 

Judul    : Nota Kesepahaman antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan 

Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Tentang Kerja Sama pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. 

 

 

ABSTRAK   :   

  
1. Maksud dan Tujuan : 

• Maksud dari kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara Komisi Informasi 

Kaltara dan Bawaslu Tarakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali 

Kota/Wakil Wali Kota Tarakan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik.  

• Tujuan kerja sama ini adalah guna memastikan keterbukaan, akses informasi yang akurat, 

pengawasan efektif, serta meningkatkan partisipasi publik selama proses pemilihan 

berlangsung.  

2. Ruang Lingkup   :  

• Penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.  

• Supervisi terhadap keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemilihan.  

• Peningkatan literasi informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai hak dan 

kewajiban dalam pemilihan.  

• Penyelesaian sengketa informasi, baik dalam tahapan maupun non-tahapan pemilihan.  

• Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.  

3. Kewajiban Utama  : 

• PIHAK PERTAMA: Melakukan supervisi keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemilihan 

dan menyediakan laporan supervisi tersebut untuk dikoordinasikan dengan PIHAK KEDUA.  

• PIHAK KEDUA: Menyediakan serta menyebarluaskan informasi terkait keterbukaan informasi 

proses pemilihan dan berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa informasi.  

4. Jangka Waktu: Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.  

 

STATUS DOKUMEN: 

• Berlaku sejak 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2026.  


